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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR:2TAHUN2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DI SUSUN OLEH :

SUB. BAGIAN PERUNDANG.UNDANGAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 2  TAHUN 2OO9

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHiIAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses
pembentukan peraturan daerah, maka pertu memiliki peraturan mengenai
pembentukan peraturan daerah;

bahwa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pembentukan
pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagr dengan
perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat fBerita
NeganaTahun 1950);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
fndonesia Tahun 2044 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20o4. tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48't'1);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintalran Daerah
KabupaterVKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
fndonesia Nomor a7371;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peratunan Menten Dalam Negeri f{omor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 20,16 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berila Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2QO7 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalt Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2W7 tentang
Perqawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten BekasiTahun 2008 NomorG);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah lGbupaten BekasiTahun 2008 Nomor 7).
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10.

11 .

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen
perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara
berencana, terpadu, dan sistematis.

Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan
Pemerintah Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Pengundangan Peraturan Daerah adalah penempatan Peraturan Daerah dalam
Lembaran Daerah atau Tambahan Lembaran Daerah.

Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan
untuk mengundangkan Peraturan Daerah.

14. Berita daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk
mergumumkan penaturan Bupati.

15. Materi muatan peraturan daerah adalah materi yang dimuat dalam peraturan
daenah sesuaidengan j'enis, fungsi, dan hierarkiperaturan perundangundangan.

16. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran
yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan
peraturan daerah.

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa, selaniutnya disebut SKPD
pemrakarsa adalah SKPD yang mengajukan usul penyusunan rancangan
perduran daerah.

BAB II

SUMBER HUKUM

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Pasal 3

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam
peraturan perundangrundangan.

12.

13.
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BAB III

ASAS PEMBENruKAN PERATUMN DAERAH

Pasal 4

Dalam membentuk peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan
perundang+ndangan yang baik yang meliputi:

a kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau o(fan pembentuk yang tepat;
c kesesuaian antara jenis dan materimuatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaandankehasipunaan;
f. kejelasanrumusan;dan
g. keterbkaan

Pasal 5

Materi mr.rartan peraturan daerah mengandung asas:

a. perEayoTan;
b kemanusiaan;
c, kebangsaan;
d kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. btrinnekaturggalika;
g. keadilan;

p h kesamaan kedudukan daram hukum dan pemerintahan;
I ketertiban dan kepastian hukum; dary'atau
j. keseimbargan,keserasian,dankeselarasan.

BAB IV

IVIATERIMUATA}.I

Pasal 6

(1) Peraturan daenah ditetrapkan oleh Bupati seteiah menclapat persetujuan bersama
DPRD.

(2) Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggapan otonomi daerah dan
tryas pernbantuan.

(3) Perafuran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tiurggi d"ng"n
memperhatikan ciri khas daerah.
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(4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berterrtangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Pasal 7

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalanr prjraturan
daerah.

(2) Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya
paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paiing lama 6
(enam) bulan atau denda pal ing banyak Rp 50.OO0.0O0,OO ( t ima putuh iu ta
rupiah).

(4) Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain
sebaga imana  d imaksud  pada  aya t  (3 ) ,  sesua i  dengan  ! s r rg  d ia tu r  da lam
peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB V

PERET{CAI{AAAI PET{YIJSL'MN PERA]IJRAAI DAERAT-I

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan prclegda

Pasal I

Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu prolegda.

Pasal 9

(1) Prolegda memuat program pembentukan peraturan daerah dengarr pokok materi
yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-
undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 rnerupakan penjelasan
secara lengkap mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasamn yang akan diwujudkan;
c pokok-pokok pikiran, lingkup atau obek yang akan diatur;

i
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d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 10

Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas
pembentukan peraturan daerah.

Pasal 11

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat
kelergkapan DPRD yarg khusw menangani bldarg legislasi.

Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah .Daerah dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Sekrdariat Daerah lGbupaten Bekasi.

Prolegda dilirgkurgan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Prolegda di lingkungan DPRD ditetapkan sesuai dengan mekanisme
sebagaimana diaturdalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 12

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah dibahas bersama
antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD
melalui Panitia Legislasi.

Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara pembahasan hasil penyusunan Prolegda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh DPRD.

Pasal 13

Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah .secam berencana,
terpadu, dan sistematis pelaksanaan selanjutnya dikoordinasikan oleh DPRD
melalui Panitia Legislasi OPRD.

Prolegda yang telah memperoleh kesepakatan bersama dilaportan pada Rapat
Paripuma DPRD untuk mendapa0<an penetapan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1 )

(2)

(1)

(2)

(1) Pengeioiaan Proiegda diarahkan
dilaksanakan sesuai dengan
masyarakat.

Pasal 14

kepada pembentukan peraturan daerah yang
skala prioritas dan memenuhi kebutuhan



Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan peraturan
daerah pada Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai
dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan peraturan daerah
dijadikan Prolegda tahun berikutnya dengan skaia prioritas utama.

Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat,
Prolegda dapat diubah skala prioritasnya berdasarkan kesepakatan oersama
antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda

Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda dilaksanakan berdasarxan
kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bagian Ketiga

Naskah Akademik

Pasal 16

SKPD pemrakarsa dalam menyusun rancangan peraturan daerah dapat tertebih dahulu
menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan
daerah.

Dalam keadaan tertentu dan
DPRD atau Pemerintah Daerah
diluar Prolegda.

Pasal 15

dengan memperhatikan kebutuharn masyarakat,
dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah

(1) dilaktrkan
Hukum dan

pelaksanaannya
lainnya yang

sedikit mernuat

Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
oleh SKPD pemrakarsa dengan mengikutsertakan Bagian
Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi dan
dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga
mempunyai keahlian untuk itu.

Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
dasar filosofis, sosioiogis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.



(1)

(2)

BAB VI

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAT-{

Bagian Kesatu

Usulan pengajuan Rancangan peratunan Daerah

Pasal 17

Rancangan peraturan daerah dapat berasaldari DpRD atau Bupati.

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyamparkan ltrncirnganperaturan daerah mengenai materi yang sama maka ying' dibahas adarahrancangan peraturan 
. daerah y-ang disampaikan oteir bpRo, sedangkan

Encangan peraturan daenah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahanu ntuk dipersanding kan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah

pasal 1g

SKPD pemrakarsa menyusun Encargan peratunan daerah.

Dafam penyusunan En€ngan peraturan daerah perlu dibentuk Tint Antar€KpD.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oreh Kepara sKpDpemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukumdan Perundang-undangan sekretariai Daerah *abupaten Bekasi berkerjudukan
sebagai Sekretaris Tim.

Naskah Encangan peraturan daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksuctpada ayat (1), selanjutnya dilakukan harmonisasi konseptual dan teknikperancangan perundang-undangan oleh Bagian Hukum dan perundang_
undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Ketentuan lebih lan;ut mengenai tata caru menrpersiapkarr rancangan peraturan
daerah di lingkungan pemerintah Daerah diatur dengan plratunan Bupati.



Bagian Ket(;a

Rancangan Peraturan Daerah yarg berasal dari DpRD

Pasal 19

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD disampaikan secara
tertulis oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan
daerah yang berasaldariDPRD diaturdalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20

Terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun dan disampaikan oleh DPRD sebagai bentuk
inisiatif DPRD, maka Bupati menr.rgaskan Kepala SKPD yang tugas pokoknya membidangi
lYFF*irancangan penah.rnan daerah dimaksud untuk mengoordinasikan pembahasannya dengan
SKPDterkait.

Pasal 21

Mekanisme penyusunan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4).

Bagian Keempat

Penyampaian Rancangan peraturan Daerah kepada DPRD

Pasal22

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh Bupati disampaikan
ke@a DPRD.

Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Seketariat Daerah Kabupaten Bekasi menyiapkan surat Brrpati kepada DpRD
guna menyam paikan r€tncangan peraturan daerah.

surat Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. sifat penyelesaian rancangan peraturan daerah;
b. cara penanganan atau pembahasannya.

Dalam rangka pembahasan ranelngan peraturan daerah di DPRD, sKpD
pemrakarsa memperbanyak rancangan peraturan daerah tersebut dalam jumlah
yang diperlukan.

Q)

(3)

(4)



Bagian Kelima

Pembentukan Tlm Asistensi

Pasal 23

Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD, baik
berasal dari Bupati maupun atas inisiatif DPRD dibentuk Trm Asisterrsi
diketuaioleh Sekretaris Daerah atiau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daenah Kabupaten Bekasi.

pada

BAB VIII

PEMBAITASATI DAT{ PENGESAMN MhICANCAAN PERATUMN DAERAH

Bagian Kesatu

Penrbahasan Rancargan Peraturan Daerah di DPRD

PasBtl24

Bupati menyampaikan keterangan mengenai rancargan peraturan daerah kepada
DPRDdahm suatu rapat paripuma.

Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-rrndangan
Seketariat Daerah Kabupaten Bekasi menyiapkan keterangan sebagaimana
dimaksd pada ayat (1) bersam+sama dengan SKPD pemrakarsa.

Ketenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, menggambarkan keseluruhan
substansirancangan peraturan daerah yarg paling sedikit memuat:

a urgensidan tujuan penpsunan;
b. sasamn yang ingin diwujudkan;
c. pokok prikinan, lingkup atau obyek yang akan diatun dan
d. Jangkauan serta arah pengatunan;

yang
yang

Pasal 25

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah
besama Bupati.

Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada
tingkat-tirgkat pembicaraan.

Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud
dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD
Udarg legislaidan rapat paripuma.

di DPRD dilakukan oleh DPRD

ayat (1) dilakukan melalui

ayat (2) dilakukan
khusus menangani

pada
yang

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturdengan Peraturan Tata TertibDPRD.

Pasal 26

Rancangan peratunan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama
obh DPRD rtan Eluoati



Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

Ketentuan lebih hnjut mengenai tata cam penarikan kembali Encangan peraturan
daerah diaturdergan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pa l27

9up"1i .menYamPaikan pendapat akhir dalam pembahasan rancangan peraturan
daerah di DPRD dalam suatu rapat paripuma.

Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Seketariat Daerah Kabupaten Bekasi menyiapkan pendapat akhir seUagaimina
dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan SKpD pemrakarsa.

Bagian Kedua

EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

dan Tata Ruang

Pmal28

(1) Proses penetapan rancangan peratunan daerah yang berkaitan dengan ApBD,
perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, paFk daerah,
retribusi daerah dan tata ruang sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3
(tiga) hari disampaikan kepada Gubemur Janra Barat untuk dievatuasi.

0 Penyenrpumaan hasil evaluasi
dimaksud pada ayat (1)
Angganan/Panitia Khusus DPRD
hasiievaluasi.

ranelr€an peratunan daenah sebagaimana
dilakukan Bupati bersama dengan panitia

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya

Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
prmpnan DPRD yarq dituarqkan kedahm Keputusan pimpinan DPRD.

Kepuftsan Pimflnan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar
penetapan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD,
penanggufiawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata
rtErE.

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final
dan dilaporkan pada sirJang berikutnya.

Pasal 29

FT ptryOpan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan organisasi perangkat
&rah menjadi peraturan daerah terlebih dahutu disampaikan ke Gubemur jawa Barat untuk
difasilitasi dengan ketentuan menggunakan mekanisme sebagaimana tJiatur dalam pasal Zg.



Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 30

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan
Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan
menjadi peraturan daerah.

Terhadap Encangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2g
dan Pasal 29 yang telah disetujui bersama dan telah dievaluasi/difasilitasi
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi
peraturan daenah.

Penyampaian ranctngan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak targgal persefujuan bersama.

Pasal 31

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan
oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui
bersama oleh DPRD dan Bupati.

Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling larnbat 30 (tiga puluh) hari
sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan
peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah darr wajib
diundangkan.

Dalam hal sahnya ranetngan peraturan daerah sebagalmana dimaksud pada
ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan
sah,

Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dibubuhkan pada hafaman terakhir peraturan daerah sebelum penguntlangan
naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

BAB VIII

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERATURAN DAEMH

Pasal 32

Penyusunan rancangan peraturan daerah di lakukan sesuai dengarr teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan.

0 Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari
peratunan daerah ini.

Dalam hal terjadi perubahan terhadap teknik penyusunan peraturarr daeralr
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB X

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pergundargan

Pasal 33

(1) Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan daerah harus diundangkan dengan
menempatcannya dahm Lembaran Daerah lGhrpaten Bekasi.

(2) Dalam hal peraturan daerah memuat penjelasan, maka dicatat dalam Tambahan
Lembanan Daerah lGfupaten Bekasi.

Pasal 34

Pegundangan dalam Lembaran Daerah lGh.rpaten Bekasi merupakan pemberitahuan
formalsuatu peraturan daerah sehingga mempunyaidaya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 35

Pengundangan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi dilaksanakan
deh Sekretaris Drerah.

Pasal 36

Penaturan daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan,
keqlaliditentukan lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penomoran dan Pendokumerilasian Peraturar r Daenah

(1) Penomoran peraturan daerah

Pasal 37

dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan
perundang-undangan Sekretariat Daerah lGbupaten Bekasi,

(2) Penomoran peraturan daerah sebagaimana dimaksud
merggunakan nomor bulat.

ayat (1 )

Bagian Ketrga

Klarffikasi

Pasal 38

(1) Bupati menyampaikan peraturan daerah yang telah tetapkan kepada Gubemur
Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lama 7
(t'{uh) hari setelah diundangkan untuk mendapatkan klarifi kasi.

0 Tata carEr penyampaian peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangrundangan.

pada



Bagian Keempat

Penyebarluasan Peraturan Daerah

Pasal 39

I) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah lGhrpaten Bekasi.

(2) Peraturan daerah sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan
otentifikasi.

B) CIentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagia,r
Hukum dan Perundang-undangan.

BABX

PARTISIPASI MASYAMKAT

Pasal 40

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis daiam rangka penyiapan
abu pembahasan Encangan penaturan daerah.

BAB XI

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 41

(1) Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-
undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupatidan atau Keputusan Bupati.

0 Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

BAB XII

KETENTUAN I.AIN.IAIN

Pasal 42

Tuhadap ranerngan peraturan daerah yang tidak dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah
&pat diajukan kembali pada kesempatan berikutnya dan dituangkan kembali dalam prolegda
Utun berikutnya.

Pasal 43

T*nik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah,
.Koputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Bupati, Peraturan SKPD dan Keputusan kepala

rc harry*{nman nar{a faknik ryanvttettn2n r{anlafarr han}rrlz rrana r{iafirr Aalam



Pasal 4

berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah d'bebankarr kepada
Kabupaten Bekasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

hda saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
l{omor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000
llomor 9 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
&ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
padatanggal 14 Mei 2009

BUPATI BEKASI

Ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi pada
hnggal 14 Mei2009

SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN BEKASI

ttd

l|. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN B TAHUN 2OO9 NOMOR

aslinya
KEPAIA BAGIAN PERUNDANG.UNDANGAN

KABUPATEN BEKASI.SEKRETARIAT

ROHENDI



I-A[{PIRAN

PEMTUMT{ DAEMI-I IGBUPATEN BEKASI

NOMOR 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMTURAN DAEMH

SIS]EI\4ANKA TEKNIK PENYUSUMN PERATUMN DAERAH

BAB I KERAtlGlq PEMTURAN nAERAFI

c.

JUDUL
PEMBUIGAN
1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
3. Konsidenans
4. DasarHukum
5. Dktum
BATANGTUBUH
Ketentuan Umum
Materi Pokokyang Diatur
Ketentuan Pidana (ika diperlukan)
Ketentuan Peralihan (ika diperlukan )
Ketentuan Penutup
PENUTUP
PENJELA9qN (ika diperlukan)
I-AMPIRAN (ika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS
A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
B. PENYIDIKAN
C. PENCABUTAN
D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

BABlll RAGAlvl BAI{ASA PERATRA l DAERA}I

BAHASiA PEMTURAN DAERAH
PILIHAN KATA ATAU ]STILAH
TEKNIK PENGACUAN

SB tV BENTUK RANOANGAI{ PEMTURAN DAEMH

A.
B.

D,
E.
F.

A
B.
c.

A
B

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA UMUMNYA
BENTUK RANCANGAN PERATUMN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAEMH

C BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENCABUTAN
PEMTURAN DAERAH



RtsI
KETTANGKA PEMTURAN DAERAH

1, Kerargka Perduran Daerah terdiriatas:

A Jr.rdul;
B Pemhlkaan;
C. Babng Tuhrh;
D. Penutup;
E Penjelasan (ika diperiukan);
F. Lampriran (ika diperiukan).

A. JUDUL

2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun
pergundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah.

3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Perattrran
Daerah.

4, Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah narjin
tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PEMTURAAI DAEMI.I IGBUPATEN BEI(AST NIOI/IOR oTAHUN ffi

TENTANG

URUSAhI PEMERINIAI-IAN IGBUPATEN BEI(ASI

5. Pada judul peraturan daerah perubahan ditambahkan frase perubahan atas depan
nama Perafuran Daerah yang diubah.

Contoh:

PEMTURAI{ DAEMI-I KABUPATEM BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAI-IAN ATAS PERATURAN DAEMH KABUPATEN BEKASI NOMOR 8
TAHUN 2OO1 TENTANG PENGELOI-AAN PASAR

DAT'I TEMPAT PERBETANJMN

6. Jika Peraturan daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kati, di antara kata perubahan
dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan
tersehlt telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.



Contofr:

PERATURAT.I DAEMFI IGBUPATEN BEKASI

NOfvtoR3TAF|UN2mT

TENTANG

PERUBAMN KEDUA ATAS PERATUMI.I DAERAI-I IGBUPATEN BEKASI
NOi/|OR 8 TAFIUN 2OO4 TENIAI{G KEDUDI.JI(AT.I PROTOKOLER DAI{ KEUAI.IGAN PIMPIMN DAI\I

ANGGO'IA DE1 /Al.l PER\ArAKllAt{ RAKYAT DAERAH

1. Pada judul peraturan daerah pencabutan disisipkan kata pencabutan di depan nama
perafuran daenah yang dicabut.

PEMTTJRAAI DAERAI-I IGBUPATEN BEKASI

tgvffi3TAl-Lt{2m4

TENTANG

PENCABI.'TAI.I PERATUMT{ NAERAI{ }GBIJPATEN BET(ASI
NICTvIOR 5 TAI-il.,ItI 2M1 TENIANIG RETRIEI.}SI PE.AYAMN

DIBIDAT'IGffi

B. PEMBUI(MI{

t Pembukaan perahrnan daerah terdid atas:

1. Frase Dengan RahmatTuhan Yang Maha Esa;
L Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
3. Konsiderars;
4. DasarHuknm;dan
5 Dlftrn.

B,1,Fnase Dengan RahmatTuhan Yang Maha Esa

0, Pada pembukaan tiap peraturan daerah sebelum nama jabatan pembentuk
peraturan daerah dicantumkan ftase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG tr/IAHA
ESAyang ditulb seluruhnya dergan hunrf kapitalyang diletakkan ditengah marjin.

Bl Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

A Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan
huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca
lrcrna.

8.3, Konsiderans

ll, Konsitbrans diawali dengan kata Menimbang.



12 KonsirJerans memuat uraian singkat 
. mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadilatar belakarg dan alasan pembuatan peraturan daerah.

13' Pokok-pokok pikiran pada konsiderans peraturan daerah memuat unsur filosofis,yrridis, dan sosiorogis yang menjadi ratar berakang pembuatannya.

14. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan
perlu untuk dibuat adatah kurang tepat karena
belakang dan alasan dibuatnya peraturan daerah.

bahwa peraturan daerah dianggap
tidak mencerminkan tentang latar

15' Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiaptiap pokok pikirandirumuskan daram rangkaian karimat yang merupakan kesafuan pengertian.

16. Tiaptiap pokok pikiran diawati
kalimat yang diawafi dengan
koma.

dalam satu
baca titik

Menimbang : bahwa...;
bahwa...;
bahwa...;

17' Jil€ konsknenans.:Tu"t p$h_darisatu pertimbangan, rumusan butirpertimbanganterakhirberh.rnyisebagaiberikut 
'|vsr" 'v'Irse

Contofr:

Menimbang:

a.
b.
G

dengan huruf abjad, dan dirumuskan
kata bahwa dan diakhiri dengan tanda

menetapkan Peraturan Daerah tentang

Thr tr berdasarkan peilimbangau sebagaimana
dimaksud dafam huruf a din huruib pertu

a.
b.
c

Konsiderans Peraturan Daerah dapat memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkasmergenai perlunya melaksanakan ketentuan p"r.i atau beberapa pasal dari ketentuanpenaturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peratauran daerah yanglsinya menunjuk pasal (-pasali oiri ketentuan peraturan perundang+rndangan yangmemedrtahkan pembuatannya.

Contoh:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerahsebagaimana terahtiubah beberapa kari teiakhir o"ng;n undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g tentang perubahan-Kedua atasundang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo? tentang e"r"rintahanDaerah juncto pasar 12 peraturan pemeri'tah Nomor 3g rahun2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah,

Pemerintahan Daerah provinsi, pemerfntahan DaerahKabupaten/Kota, maka perru menetapkan peraturan Daerahtenta ng U rusan pemerintahan lGbupaten Betesi.



B.4. Dasar Hukum

18. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah yang
memerintahkan pembuatan peraturan daerah tersebut.

19. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hulium hanya
peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

20. Penaturan daerah yang akan dicabut
atau peraturan daerah yang sudah
dicantumkan sebagai dasar hukum.

dengan peraturan daerah
diundangkan tetapi belum

yang
resmi

akan dibe ntuk
beriaku. tidak

?1. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukuqt lebih dari
satu, uMan pencantuman perlu memperhatikan tata urutarr peraturan perunclang-
undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara krorrologis berdasalkan saat
pengundangan atau penetapannya.

A. Apabila dasar hukum yang diambil dari pasal (-pasal) dalam Undang-UncJang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal
atau beberapa pasal yang berkaitan Frase Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan
kedua huruf u ditulis dengan hurr.rf kapital.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1915;

B. Dasar hukum yang bukan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama
judul peraturan perundang-undangan.

Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan hururf kapital.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan
pencantuman Lembaran Negara Republik lndonesia dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Mengingat: 1 .
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersitr dan Bebas
dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembar Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3851);



24. Dasar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan jaman Hindia
Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda samperi dengan
tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam Bahasa
Indonesia dan kemudian judul asli Bahasa Belanda dan ditengkapi dengan tahun
dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat: 1.

2 .

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23);
. . . ;

a.
b.
G

Jika dasar hukum memuat lebih darisatu peraturan perundang-undangan, tiap
dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri
dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Mengingat :

Diktum

Dktum terdiriatas:

kata Memutuskan:
kata Menetapkan;
nama peratunan daerah.

Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara
kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah

Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan
Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BEI(AS| dan BUPATI BEI(ASI, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital oan
diletaldcan di tergah marjin.

Cmtotr:

Derpan Persetuj uan Bersama

DE\A/AI{ PER\ruAKII.AT.I RA} TAT DAEMH KABIJPATEN BEKASI

dan

BUPATIBEIGSI

MEMUTUSIGN:

Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memr.rtuskan yang disejajarkan ke bawah
dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf
kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

Kata
suku
mafin.



Nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah dicantumkan lagi setelah
kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis Peraturan
Perundang-undangan tanpa frase Republik lndonesia, serta dituiis seluruhnya
dengan huruf kaptital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Cmtoh:

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAEMH KABUPATEN BEI(AS|
TENTANG URUSAN PEMERINTAI{AN
KABUPATEN BEIGSI.

Pembukaan Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala SKPD secara mutatis
mutandb berpedoman pada pembukaan peraturan daerah.

BATANGTUBUH

Batang tufuh peraturan daerah memuat semua substansl peraturan daerah yang
dirumuskan dalam pasal (pasal).

Pada umumnya substansidalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

lGtentuan Umum;
Materi Pokok yarg Diatuq
lGtentuan PkJana (jika diperiukan);
Ketentuan Penalihan fiika dipedukan);
Ketentuan Penutup.

Dalam pengelompokkan substansi sedapat mungkin dihindari adanya Bab
Ketentuan Lain ({ain) atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan
untuk masuk ke dalam bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab
tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.

Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas
pelanggaran norma tersebut, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan
ffxma yang mernberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat
iebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan
dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hrndari
rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, s?r1ksi
perdata, dan sanksiadministratif dalam satu bab.

Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, penrbubaran,
pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa
plisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara la in, ganti kerugian.

Pengelompokkan materi peraturan daerah dapat disusun secara sistematis
dahm buku, bab, bagian, dan paragraf.

Jika peraturan daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan
mempunyai banyak pasal, pasal Gpasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
buku fiika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.

a
h
G

d
e.



Pengelompokkan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas
dasarkesamaan materi.

Unrtan pergelompokan adalah sebagai berikut:

bab dengan pasal (pasal) tanpa bagian dan paragnaf;
bab dengan bagian dan pasal(+asal) tanpa paragraf; atau
bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).

. Buku diberi nomor uM dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis
dengan huruf kapital.

Contoh:
BUKU KETIGA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

{3, Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya
ditulis dengan huruf kapital.

Contofr:

BAB I

KETENruAN UMUM

14, Bagian diberi nomor uM dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan hunrf dan
diberijudul.

a
b.
G

{'5 Huruf awal katra bagian, uMan bilangan, dan srtiap kata
dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel
altalffase.

Contofr:

ditulis
pada

pada judul
yang tidak

bagian
terletak

Bagian Kelima

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daenah tGfupaten Bekasi

Paragraf diberi nomor uM dengan angka Arab dan diberijudul.

HuM awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan
huM kapital, kecuali huruf aual kata partikel yang tidak terletak pada aual ftase.

Contoh:

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal merupakan satuan afuran dalam peraturan daerah yang memuat satu norma
dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun seerra singkat, jelas, dan lt€as.



v. Materi peraturan daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat
dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat
banyak ayat, kecuali  j ika materi yang menjadi isi pasal i tu merupakan satu
nangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasaldiberi nomor urut dengan angka Arab.

Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:
Pasal 4

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

0

1

Pasaldapat dirincike dalam beberapa ayat.

Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di
diakhiri tanda baca titik.

antara tanda baca kurung tanpa

(1)

Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat
uhrh.

Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut Pemerintalr
Kabupaten Bekasi dapat:

a. menyelenggarakan sendiri, atau
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada CamaULurah;
c menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan

pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan
asas tugas pembantuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sebagian urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huM c
diatur dengan Peraturan Bupati.

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan
dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan
rumusan dalam benfu k tabulasi.

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 5

(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut Pemerintah Kabupaten
Bekasi dapat:

a. menyelenggarakan sendiri, atau
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada CamaVlurah;

(2)



i7,

c.  menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan perner intahan
tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya
diperhatikan haltral sebagai berikut:

a setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan
ftase pembuka;
setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberitanda baca titik;
setiap fiese dalam rincian diawali dengan hunrf kecil;
setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur
tersebut dituliskan masuk ke dalam;
di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda
baca titik dua;
pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil
yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca
titik; atfad kecil dengan tanda baca kururq tr.rtr.rp; angka Arrab dengan tanda
baca kurung Mup;

h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi
empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkr.rtan ke dalam
pasalatau ayd lain.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif,
ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian
terakhir.

Jika rindan dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian altematif ditambahkan
kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatil dan aftematif,
ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dali
rincian terakhir.

l(ata dan, atau, dary'atau tidak perlu diulangipada akhirsetiap unsur atau rincian.

Contotr:

a Tiaptiap rincian dilandai dergan huM a, hunrf h dan seterusnya.

Contoh:

Paal9

4 . . . . ;

b,,,.; (dan, atau, dan/atau)
c . . . . . . .

Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai
dengan angkaArab 1 ,2,dan seterusnya.

b.
c
d.
e.

f.

Contoh:

(1 ) . . . .
Pasal12



(2 )  . . . :

Pasal 20

' . . :
a  . . . ;
b. ...; (dan, atau, dan/atau)
G  . . . :

1. . . . ;
2. . . . ; (dan, atau, dan/atau) 3. . . .  :

a)  . . .  ;
b) ... ; (dan, atau, darVatau)
c)

Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail,
rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.
Contoh:

Pasl22

, Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam peraturan daerah
tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal G
psal) aml.

Ketentuan umum dapat memuat lebih dan satu pasal.

c

(1)
(2)
(3)



Ketentuan umum berisi:

a. batasan pengertian atau definisi;
b. singkatan atau akronim yang dQunakan dalam perafuran;
c hal-hal lain yang bersifat umum yang bedaku bagi pasal (-pasal) berikutnya

antana lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Frase pembuka dalam ketentuan umum peraturan daerah berbunyi, Dalam
Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau
akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut
dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda
baca titik.

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum . hanyalah kata atau istilah
yang d(Tunakan berulang-ulang didalam pasal (-pasal) selanjutnya.

Jika suatu kata atiau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu
diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu,
dianjurkan agar kata atau istilah itu diberidefinisi.

Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali cli dalam
ketentuan umum suafu penaturan pelaksanaan, maka rumusan batasan
pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan
rumusan batasan pengertian atau definsi yang terdapat di dalam peraturan lebih
tinggi yang dilaksanakan tersebut.

lGrena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk
menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau
definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu
harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian
ganda.

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan
sebagaiberikut:

a pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu
dari yang berlingkup khusus;

b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur
ditempafl<an dalam urutan yang lettih dahulu; dan

c pengertian yang mempunyai kartan dengan pengertian di atasnya diletakkan
berdekatan seclra berurutan.

C,2. Materi Pokok yarg Diatur

l,2. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan ulnum, dan jika
tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal Gpasal)
ketentuan umum.



c.3.

74.

Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menuM
kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Cmtotr:

pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Bupati Bekasi, Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Kepala SKPO, Asisten, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan
seterusnya.

Ketentuan PkJana (ika diperiukan)

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas
pelarggalan terhadap ketentran yang berisi nonna larargan atau perintah.

Dalam merumuskan ketentuan pidana periu diperhatikan asas-asas umum
ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang'Undang
Hukum Pidana kecualijika oleh Undang-Undang ditentukan lain.

Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu
dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam
masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana
yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan
peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelurn bab
kdenfuan penutrp.

Jika di dalam peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab,
ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langbung sebelum
pasal (pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi
ketentuan peralihan, ketentuan p*Jana diletald<an sebelum pasal penutup.

Ketenfuan ptidana dapat dimuat dalam peraturan daerah.

Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan
atau perintah yang dilanggar dan lnenyebutkan pasal (-pasal) yang memuat
norma tersehrt Dengan demikian, periu dihindari:

a perqacuan kepada ketentuan pidana lain.

h pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau
unsuHrnsurdari norma yang diacu tidak sama; atau

c' penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam
norma{rorma yarg diatur dalam pasal (aasal) sebelumnya.

Jika ketentuan pidana beriaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana
dirumuskan dengan ftase setiap orarg.

Contotr:

Pasal 89

(1) Banang siapa melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Pasal 60, Pasal 6 l,
Pasal62 ayat (1) dan PasalT3 ayat 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan kurungan dan atau denda paling banVak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta "
rupiah). (2) Tlndak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

79,

m.



L Jika ketentuan pidana hanya beriaku bagi subyek tertentu, subyek itu
dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.

Contoh:

Pasal 95

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalant

Pasal . . . . .  Pasai.. . . . . . . . . . . . . .  dan Pasal . . . . . . . ,  dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 6 enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000, 00 (lima pultth
juta ruPiah).

83, Sehubungan dalam peraturan daerah hanya diperkenankan merumuskan tindak
pidana pelanggaran, maka harus menyatakan secara tegas perlcuatan yang

diancam dengan pidana'rtu dikualiftkasikan sebagai pelanggaran.

BABV

KETENTUAN PIDAM

Pasal 89

(1) Barang siapa melanggar ketentuan kewajiban dan larangan
Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam
paling lama 3 (t iga) bulan kurungan dan atau denda
Rp 50.000.000,@ (lima puluh juta ruptah).

dalam Pasal 60,
pidana kurungan
paling banyak

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

84. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana
yang dijatuhkan bersifat kumulatif, attematif, atau kumulatif attematif.

Contoh:
- Sifat kumulatif:

Setiap melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Pasal 60, Pasal 61,
Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan kurungan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (linta
puluh juta ruPiah).

- Sifat alternatif:

Setiap melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Pasal 60, Pasal 61,
Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam pidana kurungan palirig lanra
3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).



- Sifat kumulatif attematif:

Setiap melarggar ketentuan kalrrajiban dan larangan dalam Pasal 60, Pasal 61,
Pasal62 ayat (1) dan PasalT3 ayat 3 diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp 50.0t)0.0@,00 (lima
puluh juta rupiah).

Hindari rumus€ln dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas
apakah unsuHrnsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.

Contoh:

Setiap orarp yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Pasal 13 dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam
(enam) bulan.

Jika suatu peraturan daerah yang memuat ketentdan pidana akan
diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya
aeas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kilab Undang-Undang Hukum Pidana yang
menydakan bafi$/a ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoir:

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku
surut sejak tanggal 1 Januari 200, kecuali untuk ketentuan pidananya.

pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi.
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan

badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang
bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak fldana; atau
keduaduanya.

Kdentuan Peralihan fiika diperlukan)

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan daerah t'ang
sudah ada pada saat peraturan daerah baru mulai berlaku, agar peraturan
daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan
htun.

lGentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di
Eftn bab ketentuan pidana dan bab Ketentuan Penutup. Jika dalam peraturan
daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan
Halilun ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutrp.

Pada saat suatu peraturan daerah dinyatakan

Tindak
Pidana
kqada:

a
h

lukum yang ada atau tindakan hukum yang
maupun sesudah peraturan daerah yang
tndukpada ketentuan peraturan daerah baru.

berlaku, segala hubungan
baik sebelum, pada saat,

dinyatakan mulai berlaku,

mulai
terjadi

baru itu



)1. Di dalam peraturan daerah yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat
penyimpangan sementana atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau
hubungan hukum tertentu.

Penyimpangan sementara ilu beriaku juga
diberiakusurufl<an.

bagi ketenttian yang

Jika suatu peraturan daerah diberlakukan surut, peraturan daerah tersebut
hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang
terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antam tanggal
mulai beriaku surut dan tanggal mulai beriaku pengundangannya.

Contoh:

Selisih tunjangan yang timbul akibat Peraturan Daerah ini dibayarkan paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan.Peraturan Daenah ini.

Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku
surut hendaknya tidak diberiakusurutkan bagi ketentuan yang meltyangkut
p*tana atau pemkianaan.

Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi peraturan daerah
yarg memuat kdentuan yang member! beban konkret kepada masy'anakat.

Jika penenapan suatu ketentuan peraturan daerah dinyatakan ditunda sementana
bagi tindakan hukum atau huh.rngan hukum tertentu, ketenh.ran peraturan daerah
tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan
hukum mana yarg dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhintya
penundaan sementara tersebut.

Contoh:

lzin yang telah dikeluarkan berdasaftan Peraturan Daerah Nomor
.......Tahun.........masih tetrap beriaku untuk jarBka waktu @ (enam puluh) hari sejak
tranggal pergundangan Peratunan Daerah ini'

Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan
terselubung atas ketentuan peraturan daerah lain. Perubahan ini hendaknya
dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum
peraturan daerah atau dilakukan dengan membuat peraturan daerah
perubahan..

Contoh:

Pasal . . .

(1) Desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini
dinyatakan sebagaidesa menurut Pasal t hurtrfa.

Ketenfuan Penutup

Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan
pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal)
tenakhir.



Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

a penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan
daerah.

b. nam€l singkat;
G status peraturan daerah yang sudah ada; dan
d. saat mulaibedaku peraturan daerah.

Ketenfuan penutup dapat memuat penaturan pelaksanaan yang bersifat:

a menjalankan (eksekutiQ, misalnya, penunjukan pejabat. tertelrtu yang diberi
kevrrenangan unfuk memberikan izin, mengangkat pegavuai, dan lain-tain;

b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat
peratunan pelaksanaan.

Jika materi dalam peraturan daerah baru menyebabkan periunya penggantian
seluruh atau sebagian materi dalam peratunan daerah lama, di dalam peraturan
daerah baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau
sebaghn perafuran daerah hma.

Rumusan pencabutan diawali dengan frase, Pada seat Ptl:aturan Daenh inl
mulal berlahu, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan
daerah pencabtrtan tersendiri.

Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan daerah hendaknya tidak
dirumuskan secarEl umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan daerah
mana yarg dicahn.

Untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan dan telah mulai
berlaku, gunakan frase dicahrt dan dinyatakan tidak berlaku.

Contotr:

Pasal

Pada saat Peraturan Daerah ini murai berraku, peraturan Daeralr
Fbup"t* Bekasi Nomor............Tahun ...tentang fiembanan
Daerah Kabupaten Bekasirahun .... Nomor (iixa iad Tambahan
Lembaran Daerah Kabpaten Bekasi Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Jika jumlah peraturan daer:ah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat
dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk trabulasi.

Contoh:

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 9 Tahun 1990 tentang lzin Usaha
Kepariwisataan (Lembaran Daerah kabupaten BekasiTahun 1g90 Nomoig SeriC);



106.

2 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 1990 tentang Bungalow,
Villa, dan \Msma serta Fasilitas Rekreasi Lainnya (Lembaran Daerah lGbupaten
BekasiTahun 1990 Nomor 2 Seri D).

dbahl dan dinyatrakan tidak berlaku lagi.

Pencabutan peraturan daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status
hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah
dikeiuarkan berdasakan peraturan daerah yang dicabut.

Contoh:

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang terkait
dengan urusan pemerintahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum digantidan
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai
berlaku, gunakan ftase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:
Pasal . . .

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten BekasiTahun
... Nomor ..., (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor
....) ditarik kembalidan dinyatakan tidak berlaku.

Pada dasamya setiap peraturan daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang
bersargkutan diundangkan.

Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan daerah yang
bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara
tegas didalam peraturan daerah yang bersangkutan dengan:

a menenfukan tanggaltertentu saat peratunan akan berlaku;

Cmtott:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

b. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat
Pergundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan
penafuiran gunakan ftase setelah ... (tenggang waktu) sejak ...

Contotr:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal
pergundargan.



-

1't0 Hindari frase mulai berlaku efekti f  pada tanggal atau yang sejenisnya,

karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya

suatu peraturan daerah, Saat pengundangan atau saat berlaku efektif.

Pada dasamya saat mulai berlaku peraturan daerah adalah Sama b'agi seluruh

bagian peraturan daerah dan seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan daerah hendaknya d:nyatakan

secara tegas dengan:

a. menetapkan bagian-bagian mana dalam peraturan daerah itu yang

berbeda saat mulai berlakunYa;

contoh' 
,asar45

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ('t), ayat (2), ayat (3)'

dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal....

b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi kecamatan atau desa

tertentu.

Contoh:

Pasal 40

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai
berlaku untuk Kecamatan ............... atau Desa................ '  pada tanggal...

pada dasamya saat mulai berlakunya peraturan daerah tidak dapat ditentukan

lebih awal daripada saat pengundangannya'

Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan daerah lebih awal

daripada saat pengundangannya (artinya, berlaku surut), perlu diperhatikan tral-

hal sebagai behkut:

ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik j'enis, berat,

sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusuMkan;

rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tinCakan

hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu

dimuat dalam ketentuan Peralihan;

I awal dari saat mutai berlaku peraturan daerah sebaiknya ditetapkan tidak

lebih dahulu dari saat ranelngan peraturan daerah tersebut mulai diketahui

oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan undang-undang itu

disampaikan ke DPRD.

$aat mulai berlaku peraturan daerah, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal

&ripada saat mulai berlaku peraturan daerah yang mendasarinya'

t .



7. Peraturan daerah hanya dapat dicabut dengan peraturan daerah yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.

PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir peraturan daerah dan memuat:

a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi;

b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan dae.rah;

c Pengundangan peraluran daerah; dan

d. akhir bagian penutup.

Rumusan perintah pengundangan dan penempatan 'peraturan 
daerah dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Bekasiyang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangarr... Peraturan
Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Elekasi.

0. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah memuat:

tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
nama jabatan;
tanda tangan pejabat; dan
nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa geiar dan pangkat

Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah
kanan.

Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama
jabatan diberitanda baca koma.

Contoh untuk pengesahan :

Disahkan di Bekasi
pada tanggal...

BUPATIBEKASI.

tanda tangan

t{AltLA

123. Pengundangan peraturan daerah memuat:

a. tempatdantanggalPengundangan;
b. nama jabatan yang bcrurenang mengundangkan;
c. tanda tangan; dan



a.
c
d.

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

Tempat tanggal pengundangan peraturan daerah diletakkan di sebelah kiri (di
bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).

Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama
jabatan diberitanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di...
padatanggal ...

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN BEI(ASI,

tianda tangan

I\|AMA

Peraturan Daerah sebelum disebarluaskan harus terlobih dahulu dilakukan
otentifikasi, yang memuat:

nama jabatan yang beruenang mengotentifikasi;
tanda tangan; dan
nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar clan pangkat.

rumusan otentifikasi, berbunyi: Salinan sesuai dengan aslinya, diletakkan di
tengah marjin di bawah penandatanganan pengesahan dan pengundangan).

Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada al:trir nama
jabatan diberitanda baca koma.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAI.A BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG.UNDANGAN

SEKRETARIAT DAEMH KABUPATEN BEKASI,

tanda tangan

t.lAMA

Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menanclatangani
rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan
Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yalrg
mengundangkan yang berbunyi: Peraturan Daerah inidinyatakan sah.

Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
beserta tahun dan nomor dari lembaran daerah tersebut.

Penulisan frase Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi ditulis seluruhnya dengan
hurufkapital.
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111

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ... NOMOR... .

PENJELASAN

Peraturan daerah dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan daerah atas
norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat
uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam bating tubuh.
Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam
batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma
yang dijelaskan.

134. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat
peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari rnembuat rumusan norma tJi dalanr
bagian penjelasan.

136' Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung
terhadap ketentuan peraturan daerah.

l$. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan
peraturan daerah yang bersangkutan.

lxl, Judulpenjdman sama dergan judulperaturan daenah yang bersangkutan.

Cmtotr:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAI{ IGBUPATEN BEKASI

tgvffi'.TAfL t..

TENTANG

Penjelasan peraturan daerah memuat penjelasan
demipasal.

Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal
angka Romawidan ditulis seluruhnya &ngan huruf kapital.

Cmtotr:

umum dan penjelasan pasal

demi pasal dlawali dengan

t.
il.

I,N,|IJM
PASAL DEMI PASAL

umum memuat uraian secara sistematis mengenai .latar belakang
maksud, dan tujuan penyusunan peraturan daerah yang telah

Penjelasan
pemikiran,



tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-
pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan daerah.

141. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab,
jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

UMUM

1. Dasar Pemikiran

2. Pembagian \Mlayah

3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan

4. Daerah Otonom

5. \Mlayah Administratif

6. Pengawasan

Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan daerah lain atau
dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan nrengenai
sumbemya.

Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar
rumus€rnnya:

tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang
tubuh;
tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di
dalam ketentuan umum.

Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau
istilah, tidak perlu diberikan penjelasan karena itu batasan pengertian atau
definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa
memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase Cukup jelas
yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan
pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal
berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 7, Pasal I dan Pasal9 (Pasal 7 s/d Pasal9) Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7
Cukup jelas.

a.
b.
G

d.



Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan
penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan Cukup jelas ,
tanpa mednci masing-masing ayat atau butir.

a. Jika suatu pasalterdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau
butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu
dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh :

Pasal 7
Ayat(1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum
dalam hal pemberian perainan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

b, Jika suatu isti lah/kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan
penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah/kataffrase tersebut.

Contoh .

Pasal 25
Ayat (1 )

Yang dimaksud dengan "persidangan ),ang berikut" adaiah
masa persidangan DPRD yang hanya diantarai satu masa
reses.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

LAMPIRAN (ika diperlukan)

Dalam hal peraturan daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan
dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah yang bersangkutan. Pada akhir
hmpiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang
mengesahkan/menetapkan peraturan daerah yang bersangkutan.



a
b.

a ,

BAB II HAL.HAL

KHUSUS

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan daerah dapat mendelegasikan kewendngan mengatur lebih lanjut
kepada Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas:

ruang lingkup materiyang diatur; dan
jenis produk hukumnya.

Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di
dalam peraturan daerah yang mendelegasikan tetapi rnateri itu harus diatur
hanya di dalam produk hukum yang didelegasikan (subdelegasi), gunakan
kalimat, Ketentuan lebih lanjut mengenai... diatur dengan ....

b. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut
(subdelegasi) gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur
dengan atau berdasarkan ....

Contoh huruf a:

Pasal . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan
Bupati.

Contoh huruf b :

Pasal . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Bupati.

Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di
dalam peraturan daerah yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam
peratunan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikarr lebih lanjut ke
produk hukum yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan
mengenai... diatur dengan ....

Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut
(subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau
berdasarkan ....

Contoh huruf a :

Pasa l . . .

(21 Ketentuan mengenai ... diatur dengan Peraturan Bupati.

( l )
(2',)

( l )

Q)



Contoh huruf b:

Pasal . . .

i"t"ntu"n mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan peraturan
Bupati.

( l )
(2)

untuk mempermudah datam penentuan judur dari peraturan p.eraksana yangakan dibuat, rumusan penderegasian perru mencantumkan secara singkat tetapilengkap mengenai apa yang akan diaiur lebih lanjut

Contoh:
Pasal 10

f!-"l!r". rebih ranjut t-entang tata cara permohonan perizinan danpembayaran retribusi diatur dengan peiaturan Bupatl.

Jika pasalterdiri dari beberapa ayat, penderegasian kewenangan dimuat padaayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

Jika pasal terdiri dari banyak
dipertimbangkan untuk Oimujt
pendelegasian ini pada dasarnya
rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

3ii$r,f,,i'li,lT"t'"t 
kewenansan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya

Pasal. . .

Hal-hal yang beium cukup diatur daiam Undang-undang ini, diatur rebih ranjutdengan Peraturan pemerintah.

. fyat, pendefegasian kewenangan dapat
{alam pasal tersendiri, fare-na materi
berbeda dengan apa yang diatur dalam

(1)
(2)

Peraturan pelaksanaannya hendaknya
telah diatur di dalam peraturan daerah
temebut memang tidak dapat dihindari.

tidak mengulangi ketentuan norma yang
yang mendelegasikan, kecuali jika hal

memuat pemberian kewenangan kepada penyidik
(PPNS) untuk menyidik peranggaian terhadap ketenttran

Di dalam peraturan pelaksana sedapat mungkin dihindari pengutipan kembalirumusan norma atau ketentuan yang terd"pit d"la, peraturan daerah yangmendelegasikan. pengutipan kemba-ii dapat dirakukan sepanjang rumusannorma atau ketentuan tersebut diperrukan sebagai f"ng"nt",, (aanroop) untulrmerumuskan norma atau ketentuan rebih ranjut di orr"i" pasar (-pasaf) atau ayat(ryat) selanjutnya.

PENYIDII(AN

lGtentuan penyidikan h6nya dapat drmuat di daram peraturan Daerah.

lQentuan penyidikan
Pogawai Negeri Sipil
praturan daerah.

hm merumuskan ketentuan
diusahakan agar

yang menunjuk pejabat tertentu sebaga! peryidik
tidak mengurangi kewenangan penyidik. umurnmelakukan penyidikan.



Contoh:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama SKPD)... dapat
diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

162. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam peraturan
daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum
ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

163. Jlka eda peraturan daerah lama yang fldak dlperlukan lag! dan diganti dengan
peraturan daerah baru, peraturan daerah yang baru harus secara tegas
mencabut peraturan daerah yang tidak diperlukan itu.

Peraturan daerah hanya dapat dicabut melaluiperaturan daerah.

Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pencabutan melalui peraturan daerah dilakukan jika peraturan daerah tersebut
dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi
peraturan daerah yang dicabut itu.

Jika peraturan daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur
dan sudah diberlakukan, pencabutan peraturan daerah itu dinyatakan dalam
salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan daerah yang haru,
dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berraku.

Pencabutan peraturan daerah yang sudah diunclangkan atau diumumkan, tetapi
belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan
menggunakan rumusan ditarik kembalidan dinyatakan tidak berlaku.

Jika pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan
tersendiri, poraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditr.rlis
dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraruran
daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.

b' Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peratulan
daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:
Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor... Tahun ............tentang
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun ... Nomor ..., f i ika

ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor...) dicabr.rt dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Pencabutan peraturan daerah yang menimbulkan perubahan dalam peraturan

daerah lain yang terkait, tidak mengubah peraturan daerah lain yang terkait

tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

otomatis tidak berlaku
kemudian hart dicabut

Peraturan daerah atau ketentuan yang telah dicabut,
kembali, meskipun peraturan daerah yang mencabut di
puia.

D PERUBAMN PERATURAT{ DAERAI-I

n Perubahan peraturan daerah dilakukan dengan:

a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan daerah; atau

b. menghapus atau menggantisebagian materi peraturan daerah.

Perubahan peraturan daerah dapat dilakukan terhadap:

a seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat;
atau

b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Pada dasarnya batang tubuh peraturan daerah perubahan terdiri atas 2 (dtta)
pasalyang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

a. pasal I memuat judul peraturan daerah yang diubah, dengan menyeb'ltkan
Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi dan $ika ada) Tambahan Lembararr
Daerah Kabupaten Bekasi yang diletakkan di antara tanda baca kurung
serta memuat materi atau norma yang dirrbah. Jika materi perubahan lebih
dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab
(1, 2, 3, dan seterusnYa).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomcr... Tahun ... tentang
... (Lembaran Daerah Kabupaten BekasiTahun ... Nomor ... , flika ada)
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor".) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal6 diubah sehingga berbunyi sebagai beril<ut

2. Ketentuan PasalS diubah sehingga berbunyisebagai berilcut

3. dan seterusnya ...

Jika peraturan daerah telah diubah lebih dari satu kali, pasal I memuat,
selain mengikuti ketentuan pada Nomor huruf a, juga tahun dan
nomor dari peraturan daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun ... Nomor ... , (jika ada) Tambahan Lembaran



Daerah Kabupaten Bekasi Nomor... yang
kurung dan dirinci dengan huruf-huruf
seterusnya).

Contoh:

diletakkan diantara tanda baca
(abjad) kecil (a, b, c Can

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bel:asi Nomor............. Tahun
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun ... Noinor ... , fiika ada)
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor ...) yang telah
beberapa kali diubah dengan Undang-undang:

a. Nomor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun ... Nomor ... , ( ika ada) Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor...);

b. Nomor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun Nomor... , (ika ada) Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor...);

c. Nomor... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun ... Nomor... , (ika ada) Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor...);

c. Pasal ll memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam haltertentu, Pasal
ll juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan daerah perubahan,
yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan daerah yang
diubah.

Jika dalam peraturan daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau
pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan
pada tempat yang sesuai dengan materiyang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab:

Di antara BAB lX dan BAB X disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAt! lX A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX A

TATACARAPET/BERIANtrNLhDAtC-tAmlGCrAl.lC€tlAN
DAl.l IZN TEIvPAT I.JSAFIA

Bagian Pertama Tata Cara pemberian lzin Undang-Undang

Gangguan

Pasal 29 A

Pasal 29 B



176' Jlka dalam 1 (satu) pasal yang terdlrl darl beberapa ayat dlslslpkan ayat baru, penuilsan
ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang

Contoh penyisipan pasat.

b. Di antara Pasat 3 dan pasat4 dlslstpkan 1 (satu) pasal, yaknl pasal
3 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 A

(1) a. Setiap perusahaan kawasan industi dan perusahaan industri wajib
memiliki lzin DUG, kecuati bagi perusahaan yang Jenis irrdustrinya
wajib Amdal atau yang bertokasi dalam kawasaw industri.

b. Setiap perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan dan
pencemaran lingkungan yang kriterianya sebagaimana
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahrrn
1991, wajib memiliki lzin Tempat Usaha.

disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tahda baca
kurung.

10. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasat 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni
ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyisebagai berikr.rt:

Pasal 18

Jika dalam suatu peraturan daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab,
hgian, paragraf, pasal, atau ayat, maka uMan bab, bagian paragraf, pasal, atau
ryattersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

Pasal 16 dihapus.

Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga pasal 1B bertrunyi sebagai
berikut:

Pasal 18
(1)
(2)
(3)

Dihapus.

uJatu perubahan peraturan daerah mengakibatkan :

sistematika peraturan daerah berubah ;
materiperaturan daerah berubah lebih dari 50o/o (tima puluh persen); atau
*ensinya berubah,

(2\

9.

10.



Peraturan daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam
peraturan daerah yang baru mengenai masalah tersebut.

179. Jika suatu peraturan daerah telah sering mengalami perubahan sehingga
menyulitkanmenyulfiKan pengguna peraturan daerah, sebaiknya peraturan daerah tersebut
disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yerng telahyang telah
dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :

urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
penyebutan-penyebutan ; dan
ejaan yang disempumakan.

BAB III

MGAM BAI.!qSA PERATURAN DAERAH

BAITASA PERATURAN DAERAH

Bahasa peraturan daerah pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa
Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik
penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan
Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan
atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas
sesuai dengan kebutuhan hukum.

Pasal 34

(1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan
memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Rumusan yang lebih baik :

(1) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan menrberi
bantuan lahir batin.

Ddam merumuskan ketentuan peraturan daerah digunakan kaiirnat yang tegas,'plas, 
singkat, dan mudah dimengerti.

Pasal 5

(1 )  Un tuk  dapa t  menga jukan  pe rmohonan  kepada  pengad i l an
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) urrdang-Undang ini, harus
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

yang lebih baik :

(1)  Permohonan ber is t r i  leb ih dar i  seorang sebagaimana d imaksud dalanr
Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

penggunaan kata atau f rase yang ar t inya kurang men€,ntu atau
dalam kalimat kurang jelas.

1)
2)
3)



lstilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas
dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

Dalam merumuskan ketentuan peraturan daerah, gunakan kaidah tata
bahasa
Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

1. Rumah itu pintunya putih.
2. Pintu rumah itu warnanya putih.
3. lzin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban

sebagaimana
dimaksud dalam Pasal6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

1. Rumah itu mempunyai pintu (yang berwarna) putih.
2. Pintu rumah itu (benntama)

Putih.
Wama pintu rumah itu putih.

3. Perusahaan yang melanggar kewajitran sebagaitnana
dimaksud
dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudait
diketahui
umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh :

6. Pejabat negara meliputi direksi badan usaha
direksi badan usaha milik daerah.

mil ik negara dan

sudah diketahuiUntuk mempersempit pengertian kata atau isilah yang
umum
tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak rneliputi.

Contoh:

5. Anak buah kapal

Hindari pemberian arti
terlalu
menyimpang dar i  makna
bahasa
,lehari-hari.

Contoh :

tidak meliputi koki magang.

kepada kata atau frase yang maknanya

yang b iasa d igunakan dalam penggunaan

3. Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan

Rumusan yang baik

3. Pertanian meliputi perkebunan.

ltrdalam Peraturan Daerah yang sama hindari penggunaan:

beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu.



lstilah gaji' upah, atau penda.patan dapat menyatakan
pensertii;' beninasitan. Jika untuk menyatakan penghasilan,

dalam trtt, pisaf telah digunakan kata gaji mqkg dalam

pasat-fasal selanjutnya ja-ngan menggu.nakan kata upah

"t., 
plnJrpatan untuk menya[akan pengertian penghasilan.

b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang

|sti|ahpenangkapantidakdigunakanuntukmeliputipengertian
penahanan alau pengamanan karena pengertian penahanart

tidak sama dengan pengertian pengamanan'

Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain'

dihindari
ptnggrn""n frase tanpa mengurangi, dengan tidak

tanpa

sedupat mungkin

mengurangi, atau

tertentu digunakan berulang-ulang maka

dalam peraturan daerah, kata atau frasrr

memuat arti kata, istilah, pengertian,

menyimpang dari.

Jika kata atau frase
untuk
menyederhanakan rumusan
sebaiknya
didefinisikan dalam Pasal Yang
atau
digunakan singkatan atau akronim'

Contoh :

Bupati adalah BuPati Bekasi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi

yang
selanjutnya disebut DPRD adalah ""

c. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASKES'

lka dalam peraturan daerah atau peraturan pelaksanaan dipandang

perlu
rnencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat

0lam
hratrrran yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasatt pengertian

lnebut
hndaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertiail yang

hlapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi'

menghindariperubahan nama suatu SKPD, penyebutan SKPD sebaiknya

lunrirn penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab

SKPD adalah SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang

.... (misalnya, bidang ketenagakerjaan)

apan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan

disesuaikan ejaanya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat

jika kata atau frase tersebut:

a.
b.

konotasi yang cocok;



b. lebih singkat bila dibandingkan derrgan padanannya dalam
Bahasa lndonesia,

c" mempunyaicorakintemasional;
d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan, atau
e. lebih mudah dipahamidaripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi(penurunan nilaiuang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

193. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di
dalam penjelasan peraturan perundang-undangan. Kata atau frase bahasa
asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis
miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)
2. penggabungan (merget1.

B. PILIHAN KATAATAU ISTILAH

194. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam
menentukan ancaman pidana atau batasan waktu yang digunakarr kata paling.

Contoh:

Barang siapa melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam
Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan atau denda
paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagisatuan:

a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama;
b. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;
c. jumlah non-uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi;

b. Untuk menyatakan makna tidak termasuk gunakan kata kecuali. Kata
kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh
kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan
sidang pengadilan.

97. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, j ika yang
akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah rnualim, juru
mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

198. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.



Contoh:

selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7'

pemohon walib memUayai biayi pendaftaran sebagainrana dimaksud

dalam Pasal 14.

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata

jika, apabila, atau frase dalam hal'

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (ppla

karena-maka)

Contoh:

Jikasuatuperusahaanmetanggarkewaj ibansebagaimanadimaksud
dalam pasai6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

b -Ka taapab i |a .d igun3kan ,un tukmenya takanhubungankausa |
yang menganctung waKu.

C on to  h :

Apabita anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti dalam masa

jabatannya k|rena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal "' , yang
.bersangkutand|gant ikanolehanggotapenggant lsampa|habrsmasa

j  aba tannYa.

c.  Frase dalam hal  d igunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan,

keadaan atau kondisi yang mungkin terladi atau mungkin tidak terjadi

(pola kemungkinan-maka).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh wakil Ketua'

Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pas:i

akan terjadidi masa dePan.

Contoh

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 45, Pasal 46'

dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor ""'tentang """"Tahun
.....dinYatakan tidak berlaku.

Untuk menyatakan sifat kumulatil, digunakan kata dan.

Contoh:

A dan B daPat menjadi".

Untuk menyatakan sifat altematif, digunakan kata atau'

Contoh:

A atau B wajib memberikan"'

Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus altematif, gunakan frase dan/atau

Gontoh:

A dan/atau B daPat memPeroleh"'



207.

204. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh:

205.

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum.

Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorat'tg atau
lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh :

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak berwenang
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang
diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh:

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan
kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan
dijatuhisanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh:

206.

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin
mendirikan bangunan.

Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan terterrtu,
gunakan .kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan
tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat, seandairrya
ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut

Contoh:

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseerang
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. TEKNIK PENGACUAN

210. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian
tanpa
mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari
pengulangan
rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.
Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari
peraturan d6erah yang bersangkutan atau peraturan perundang-
undangan yang lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  . . . . .  atau sebagaimana dimaksud pada ayat. . .

Contoh:

Pentyaratan sebagairiiana dirnaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
dan ayat (2)...

lzin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) berlaku pula ...

208.

209,

I
,211.

b.



212. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak
perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi
cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.

Contoh:

a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal 12.

b .,. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai
dengan ayat (4).

213, Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan,
tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat
yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Fasal
7 ayat (1).

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4)
huruf a.

214. Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan
salah
satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Cmtoft:

Pasal 8

i=in s"O.gaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku
untuk
60 (enam puluh) hari.

Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari
ayat dalam pasal yang bersangkutan fiika ada), kemudian diikuti dengan
pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Gontoh:

Pasal 15

. . .
lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayal (2)
dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada
Bupati.

Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula
secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

lzin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 diberikan oleh ....

( l )
(2)

(D
(2)
(3)



217. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke peraturan perundang-undangan
yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

218. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atat'
ayat yang bersangkutan.

Contoh:
Pasal 5

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagainnana
dimaksud dalarn Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima.).

219. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari
pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang
terdahulu atau pasaltersebut di atas.

no. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara ' rinci,
menggunakan frase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

221. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari
suatu peraturan daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku
selama belum diadakan penggantian dengan produk hukum yang baru,
gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam (enis peraturan yang bersangkutan).

222. Jika peraturan daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian
dari ketentuan peraturan daerah tersebut, gunakan frase tetap berlaku,
kecuaii....

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor... Tahun (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun Nomor... , (ika ada) Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor...) tetap berlaku, kecuali
Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.



BABM

BENTUK RANCANGAN PERATUMN DAEMH

BENTUK RANOAhIGAII PEMTUMi.I DAERAI{ }GBUPATEN BEKASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR . . .TAHUN. . .

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ilfffmbang : a.
b.
c. dan

l fengingat :  1.  . . . ;
2 . . . . ;
3. dan

BUPATI BEKASI,

bahwa . . . ;
bahwa . . . ;

seterusnya . . . ;

pneapfan:

I

I
I

)

seterusnya .., ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IGBUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEI(ASi

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAEMH TENTANG ... (nama Peratunan Drerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



BAB II

Pasal ...

BAB. . .

(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal...

BUPAT] BEKASI

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

(tanda tangan) (NAMA)

LEMBAMN DAEMH KABUPATEN BEI(ASITAHUN .. NOMOR ..

)



B. BENTUK RANCANCAAN PERATURAN DAEMH PERUBAFI'AN

PEMTURATI DAERAH IGBUPATEN BEKASI

NCh/CR- .TFl-t-ll-

TENTANG

PERUBAMN ATAS PERATURAI{ DAERAI-I I{OINOR ... TAI.IUN
TENTANG... (untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATUMN DAERAH IGBUPATEN BEKASI
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... ( untuk

perubahan kedua, dan seterusnya )

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEI(ASI,

a. bahwa...;

b.  bahwa.. . . . . ;

c. bahwa ......;dan seterusnya ...;

1 .  . . . . . . . ;

2. .......... ' , dan seterusnya ...;

Mengingat

Dengan Persetujuan Bersama

DEIA/AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN BEI(ASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSI(AN:

PERATUMN DAERAH KABUPATEN BEI(ASI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PEMTURAN DAERAH KABUPATEN 'EEI(ASI
r'Cl,CR-TAFIN-18{fFf€-

Menetapkan :



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor... Tahun
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun ... Nomor... , ( i ika ada) Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor...), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal l l

Peratuan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal...

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

(I.|AMA)

Diundangkan di... pada
tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

(tanda tangan)

(I.|AMA)

LEMBAMN DAEMH IGBUPATEN BEKASITAHUN.. NOMOR



D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

PEMTUMAI DAEMH I(ABUPATEN BEKASI

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... (Nama peraturan daerah)

Menimbarg

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBEIGSI.

a.  bahwa.. . ;
b. bahwa...:
c dan seterusnya ...;

1 . . . . ;
2.  . . . ;
3. dan seterusnya ...;

Mengingat

Dengan Persetujuan Bersama

DEIA/AN PERWAKIIAN MKYAT DAERAH KABUPATEN BE](ASI

Menetapkan :

dan

BUPATI BEKASI
MEMUTUSl(AN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH IABUPATEN BEKASI
NOMOR .. .  TAHUN . . .  TENTANG .. .  .

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi  Nomor Tahun (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun Nomor , ( j ika ada) Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor .. .),  dicabut dan dinyatakan t idak berlaku (bagi peraturan
daerah yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan t idak berlaku (bagi
peraturan daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal . . .

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

(MIvlA)
Dundargkan diBekasi
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH IGBUPATEN BEKASI

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN. NOMOR.



,E. BENTUK LEMBARAN DAEMH KABUPATEN BEKASI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

TAHUN NOMOR

PERATURAN DAEMH KABUPATEN BEKASI

NOMOR . . .  TAHUN . . .

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI BEKASI,

a.  bahwa. . . ;
b .  bahwa. . . ;
c. dan seterusnya ..,;

1  ,  . . . ;
2 .  . . . ;
3. dan seterusnya ... ;

Mengingat :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN.

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (nama Peraturan Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

BAB II

Pasal ...

BAB. . .

(dan seterusnya)



Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan diBekasipada
tanggal . . .

BUPATI BEKASI

Ttd.

(MrvlA)

Diundangkan di Bekasi pada
tanggal , , .

SEKRETARIS DAERAH IGBUPATEN BEKASI

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN BEKASITAHUN NOMOR . .

-1r



F, BENTUK OTENnFIKASI PERATURATI DAERAII

Menimbang :

Mengingat

tt enetapkan

PEMTURAT{ DAERA}I }GBUPATEN BEKASI

l0\ffi.'TAl-LN...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEI(ASI,



Pasal..

BAB..
(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan diBekasi
pada tanggal...

BUPATIBEI#\SI

Ttd.

(NAMA)

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH }GBUPATEN BEKASI

Ttd.
(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPATA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
(tanda tangan)

(MMA)

Disahkan diBekasi
pada tanggal 14 Mei2009

BUPATIBEKASI,

Ttd

H. SA'DUDDIN
Diundangkan diBekasi
pada tanggal 14 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN BEI(ASI UN 2OO9 NOMOR

sallnan aslinya
KEPAI.A BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT ATEN BEIGSI.


